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BAB I
PENDARHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu priotas agenda
pembangunan di propinsi Kalimantan Timur, sebagaimaneettuang dalam Perda
Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantahimur tahun 2013
2018 yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai salahsatu misi
pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dam 5 tahun ke depan.
Tujuan pembangunan infrastruktur di Kaltim antara lan meliputi : penyediaan
sarana dan prasarana dasar, pembukaan keterisolasiamilayah, perbaikan dan
peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktu irigasi untuk pertanian dan
air baku.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yam sangat penting
dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat sepergangan, sandang,
papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian datp dikatakan bahwa
infrastuktur merupakan modal yang sangat di butuhkanmasyarakat dalam
mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sepai alat yang dapat
menghubungan kegitan antar daerah/wilayah, infrastriktur fisik mempunyai
keterkaitan kuat dengan pengembangan dan kemajuan psktonomian suatu
wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yangnemiliki kelengkapan system
infrastruktur yang baik akan berdampak pada tingkatkesejahteraan sosial dan
pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadinput atau masukan
bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisitathpak yang diharapkan dari
pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan peumbuhan ekonomi
daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlahpengangguran,

meningkatkan nilai investasi daerah, membuka Kketerisalsian wilayah,

o
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meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung é&tahanan pangan, dan
lain-lain.

Dokumen perencanaan yang baik sudah seharusnya mememukriteria
SMART, yakniSpesific(jelas dan terarah), Measureable(dapat diukur), Attainable
(dapat dicapai), Realistic (realistis, dapat dicapai), Timely (ada batasan waktu).
Measureable(terukur) memiliki pengertian bahwa dokumen perencanaa harus
dapat diukur pencapaiannya melalui taret-target yangharus dipenuhi dalam
jangka waktu tertentu. Target ini dijabarkan melalui indikator kinerja yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhsilan pencapaian visi
dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemeritan. Indikator sasaran
ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcomeprogram pembangunan
daerah setiap tahun atau indikator capaian yang beifat mandiri setiap tahun
sehingga sasaran kinerja yang diinginkan pada akhirperiode RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2013 2018 dapat dicapai. Secara teknis pada dasarnya
indikator dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang
telah ditetapkan (outcome$ atau kompositnya (mpact).

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakn ukuran umpan
balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat als pembangunan
infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timuw. Selain mengukur
kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keiimgpn serta harapan dari
masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kaiim. IKLI disusun sebagai
salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasararaldm misi ketiga RPIJMD
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 2018 berdasarkan atas suara pengguna
produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini jga diharapkan menjadi suatu
tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektimasyarakat
secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pebangunan fisik maupun
aspek manfaat ¢utcome. Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jen
infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan sua Program/Kegiatan
dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan membantu membg masukan dan solusi
dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan infrastktur.

Konsep dari hasil pengukuran diasumsikan bahwa tinggya indeks

kepuasan layanan mencerminkan tingginya kualitas oput dan outcome dari

o
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pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala :10). Bagaimana kinerja
saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan olemmasyarakat pengguna
infrastruktur merupakan feedback yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan

kinerja tahun berikutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari kegiatan antara lain:
Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat teddap kinerja
pembangunan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung
dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingk&kepuasan atas

pembangunan infrastruktur di Kaltim.

C. SASARAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalahmemperoleh gambaran obyektif berdasarkan
persepsi masyarakat pengguna produk pembangunan infsruktur yang akan
menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan bidgninfrastruktur
Manfaat dari kegiatan ini antara lain
1. Mengetahui ekspektasi dan persepsi masyarakat terhag pembangunan
infrastruktur di Kaltim;
2. Mengetahui kebutuhan, dan harapan masyarakat terhagapembangunan
infrastruktur
3. Sebagai bahan review rencana dan strategi, perbaikakinerja secara
menyeluruh pada tahun berikutnya.
4. Media komunikasi dan komitmen pemerintah provinsi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kepadamasyarakat;
5. Membangun komunikasi internal agar setiap pihak memaimi apa yang

harus dilakukan;

o
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D. RUANG LINGKUP

Indeks ini akan mengukur kepuasan pelayanan infrasaiktur dasar di
sepuluh Kab/Kota di Kalimantan Timur, yakni :
(1) Kab. Paser (2) Kab. Penajam Paser Utara (3) K&alikpapan (4) Kab. Kutai
Kartanegara (5) Kab. Kutai Barat (6) Kab. Mahakam W(7) Kab. Kutai Timur
(8) Kota Samarinda (9) Kota Bontang (10) Kab. Berau.
Sektor infrastruktur yang akan dinilai meliputi :
1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, daidara)
Penyediaan infrastruktur air bersih

Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan airbaku)

o M DN

Penyediaan infrastruktur perumahan

Kelima aspek tersebut meliputi penyediaan yang menjadiewenangan
Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur terutamgrogram prioritas
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 2018. Indeks akan
dinilai menggunakan data primer dan sekunder di 10 (spuluh)
kabupaten/Kota. Data primer diperoleh dengan cara swey dan pemberian
kuesioner kepada responden serta wawancara secararigsung kepada sumber
informasi yakni dinas/instansi terkait, masyarakat pengguna (investor, petani,

dsb) dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokagiembangunan.

E. HASIL KEGIATAN

Hasil pekerjaan sekurang-kurangnya harus meliputi Hahal berikut :
1. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun @16
2. Pengungkapan fakta danfeedback dari masyarakat terhadap
pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, baik yang telah
tuntas maupun yang masih dalam progress pembangunan
3. Analisis faktor penyebab dan solusi

4. Dokumentasi keseluruhan proses survei, termasuk prdfresponden
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F. LANDASAN HUKUM

Agar pelaksanaan kegiatan ini memiliki dasar hukum yay kuat, maka

beberapa undang-undang dan peraturan dijadikan refensi, diantaranya:

1.

a r N

10.

11.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pamanaan

Pembangunan Nasional

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lirgadan Angkutan
Jalan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumaharam Kawasan
Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor . 34 Tahun 2006 tentang laa

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 temg Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur

Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Daerah
Irigasi

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 tahu 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProviKsilimantan

Timur tahun 2013 2018

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 34 tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014
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BAB Il
TINJAUAN TEORITIS

A.

PENGERTIAN INFRASTRUKTUR

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang
menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangan gedung dan fasilitas
publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutitnan dasar manusia
baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Peegtian ini merujuk
pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infistruktur dalam sebuah
sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasawa (jaringan) yang
tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang siem sosial dan
sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung denganssem lingkungan.
Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadg sistem sosial dan
sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanyafrastruktur perlu
dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakdgiKodoatie, 2005).

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadpenopang
kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infreiektur merupakan
wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunanKetersediaan
infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadapumberdaya sehingga
dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada
perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Gl&karenanya penting
bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktudapat diarahkan
untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan Veyah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengah terhadap
sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun a&u kegiatan.
Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkasumberdaya
dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastuktur keairan, energi,
serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengarulsistem ekonomi,

sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.
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B. JENIS INFRASTRUKTUR

1. Prasarana Jalan Dan Jembatan

Peraturan perundang-undangan tentang jalan yang bleku adalah Undang-

Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peratar®emerintah No. 34

Tahun 2006 tentang Jalan.

a. Sistem Klasifikasi Jalan Umum
Dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutka

klasifikasi jalan umum berdasarkan sistem, fungsi, &tus dan kelas jalan.
Maksud dilakukannya klasifikasi jalan umum tersebut,selain untuk
efisiensi jaringan, juga dalam rangka pembagian kewangan pembinaan
jalan, sehingga jelas pihak yang bertanggung jawabdalam
penyelenggaraan suatu ruas jalan tertentu. Bentuk egiatan
penyelkenggaraan sebagaimana yang disebutkan dalam Wd. 38 Tahun
2004 tentang jalan tersebut meliputi Pengaturan, Pembaan,
Pembangunan dan Pengawasan (TURBINBANGWAS).

Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan
perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusam
peraturan perundang-undangan jalan.

Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar
teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusiar& penelitian
dan pengembangan jalan.

Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan
penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstsi, serta
pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangurajalan.

b. Klasifikasi Jalan Menurut Peruntukan
Sesuai pasal 6 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentangadaldisebutkan
bahwa jalan sesuai peruntukkannya terdiri atas jal umum dan jalan

khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkanagi lalu lintas
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umum (pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004). Termasuk ke dalgalan umum
ini adalah jalan tol._Jalan Khusus adalah jalan ygrbukan diperuntukkan
bagi lalu lintas umum, dalam rangka distribusi barangdan jasa yang
dibutuhkan (pasal 6 (3) UU No. 38 Tahun 2004). Yardjmaksud dengan
jalan khusus (penjelasan pasal 6 (3) UU No. 38 Tah004), antara lain:
jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanamalan perkebunan,
jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industrdan jalan di kawasan

permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

c. Kilasifikasi Jalan Umum di Indonesia
Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan jaringan jaiamaka pada
pasal 7 s.d pasal 10 UU No. 38 Tahun 2004 tentaraad, maka jalan
umum dikelompokkan kebih lanjut menurut:
a. Sistem Jaringan, yang terdiri atas: sistem jaringamlgn primer dan
sistem jaringan jalan sekunder;
b. Fungsi Jalan, yang dikelompokkan menjadi: Jalan amteJalan kolektor,
Jalan lokal, Jalan lingkungan;
c. Status Jalan, yang dikelompokkan menjadi: Jalan Nasal, Jalan
Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan &es
d. Kelas Jalan, yang dikelompokkan menjadi: jalan bebaambatan, jalan
raya, jalan sedang dan jalan kecil.
PadaTabel 2.1 disampaikan definisi untuk masing-masing istilah
pengelompokkan jalan umum tersebut di atas.
Secara umum dapat diperolkeh kesimpulan bahwa landasatalam
UU No. 38 Tahun 2004 dalam mengklasifikasi jalan adhl sebagai
berikut:

Laporan Pendahuluan I1-3
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Tabel 2.1

Definisi Istilah dalam Klasifikasi Jalan Umum di kionesia

Pembag
ian

No

Klasifikasi

Definisi

Menurut
system

Sistem jaringan
jalan primer

sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan digtusi barang
dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkanasional,
dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusigyberwujud
pusat kegiatan.

Sistem jaringan
jalan sekunder

sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan digtusi barang
dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaa

Menurut
fungsi

Jalan arteri

jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utamaedgan ciri
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggidan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdayaguna.

Jalan kolektor

jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumy atau
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepa rata-rata
sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal

jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempaengan ciri
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendahdan jumlah jalan
masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan

jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkugan dengan
ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-ratrendah.

Menurut
status

Jalan Nasional

jalan arteri & jalan kolektor dalam sistem jaringanjalan primer yang
menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan stitegis nasional,
serta jalan tol.

Jalan Provinsi

jalan  kolkektor dalam sistem jaringan jalan primer wng
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabugaten/kota,
atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan stratgis provinsi.

Jalan Kabupaten

jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yandidak termasuk
Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, yang menghuigkan ibukota
kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota ecamatan,
ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, amapusat kegiatan
lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalarsekunder dalam
wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan Kota

jalan  umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yan
menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, mghubungkan
pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antaersil, serta
menghubungkan antar pusat permukiman yang berada ddalam
kota.

Jalan Desa

jalan  umum yang menghubungkan kawasan dan/atau amnta
permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Menurut
Kelas

Jalan kelas |

Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendeaan dengan ukuran:
lebar maks 2.500 mm, tinggi maks 4.200 mm, muatarusbu maks
10 t.

Jalan kelas I

Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang apat dilalui
kendaraan dengan ukuran: kebar maks 2.500 mm, pamjg maks
12.000, tinggi maks 4.200 mm, muatan sumbu maks 8 t

Jalan kelas Il

Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang apat dilalui
kendaraan dengan ukuran: kebar maks 2.100 mm, pamjg maks
9.000, tinggi maks 3.500 mm, muatan sumbu terber& t.

Jalan kelas
khusus

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan dengan uwkan: lebar
melebihi dari 2.500 mm, panjang melebihi dari 18.00, tinggi
melebihi 4.200 mm, muatan sumbu melebihi 10 t.

Sumber: UU No. 38 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 200
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2. Prasarana Transportasi

a. Transportasi Darat
Peraturan perundang-undangan tentang lalulintas danangkutan jalan

diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentangalulintas dan
Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut diatur, pisarana lalu lintas dan
angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminatian perlengkapan lalan yang
meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas alat pengendali dan
pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaraanjalan, serta
fasilitas pendukung. Ruang llu lintas jalan adalahprasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang,ah/ atau barang yang
berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan tainal adalah pangkalan
kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatukedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ at barang, serta
perpindahan moda angkutan.
Terkait dengan ruang lalulintas, jalan dikelompokka dalam beberapa kelas
berdasarkan:
a. Fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingangngaturan penggunaan
jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan diensi

kendaraan bermotor.

Pengelompokkan jalan menurut kelas jalan terdiri as:

a. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yanglapat dilalui Kendaraan
Bermotor dengan ukuran kebar tidak melebihi 2.500 dua ribu lima ratus)
mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan beda ribu) mm,
ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) mmgdan muatan sumbu
terberat 10 (sepuluh) ton;

b. Jalan kelas Il, yaitu jalan arteri, kolektor, lokaldan lingkungan yang dapat
dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tide melebihi 2.500
(dua ribu lima ratus) mm, ukuran panjang tidak melebiih 12.000 (dua
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belas ribu) mm, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribudua ratus) mm,
dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

c. Jalan kelas lll, yaitu jalan arteri, kolektor, lokiadan lingkungan yang dapat
dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tide melebihi 2.100
(dua ribu seratus) mm, ukuran panjang tidak melebihi 900 (sembilan
ribu) mm, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima mtus) mm, dan
muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

d. Jalan kelas khusus, vyaitu jalan arteri yang dapatilaui Kendaraan
Bermotor dengan uk. kebar melebihi 2.500 (dua ribdima ratus) mm, uk.
panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) mm, uk.gling tinggi 4.200

(empat ribu dua ratus) mm, dan muatan sumbu terberat leb dari 10 ton.

b. Transportasi Laut
Peraturan perundang-undangan tentang prasarana trasportasi laut
diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentariRelayaran.
Pada undang-undang tersebut, Tatanan Kepelabuhan $i@anal memuat:
a. Peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

c. Lokasi pelabuhan.

Menurut jenisnya, pelabuhan dibagi menjadi pelabuharaut dan
pelabuhan sungai dan danau. Selanjutnya, menurut hAirkinya pelabuhan laut
terdiri atas:

a. Pelabuhan utama;
b. Pelabuhan pengumpul;

c. Pelabuhan pengumpan.

Lebih lanjut, penetapan lokasi, pembangunan, pengomesian,
pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana InduRelabuhan

berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasionakti@p pelabuhan
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wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang disusun edgan
memperhatikan:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain ket di lokasi
pelabuhan;

e. Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan;
f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Pembangunan dan izin mengoperasikan pelabuhan lautlaksanakan
berdasarkan izin dari:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpu

b. Gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.

c. Transportasi Udara

Peraturan perundang-undangan tentang prasarana trasportasi udara
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentand’enerbangan.
Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udaraniaga dan angkutan
udara bukan niaga. Angkutan udara niaga terdiri ataangkutan udara niaga
dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeegiatan angkutan udara
niaga dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tak berjadwal oleh badan
usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asingntuk mengangkut
penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk akgtan udara
niaga berjadwal ditetapkan olkeh menteri. Sedangkanagjingan dan rute
penerbangan luar negeri ditetapkan oleh menteri beralsarkan perjanjian
angkutan udara antarnegara. Jaringan dan rute perigangan dalam negeri
ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. Permintaan jasa angkutan udara;
b. Terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbanggn
c. Fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuakeselamatan dan

keamanan penerbangan;
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d. Terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar udara;
e. Pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badausaha
angkutan udara niaga berjadwal;
f. Keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

Tatanan kebandar udaraan nasional diwujudkan dalam angka
penyelenggaraan bandar udara yang handal, terpadugefisien, serta
mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunamasional dan
daerah yang ber-Wawasan Nusantara. Tatanan kebandadaraan nasional
sebagaimana tersebut merupakan sistem perencanaan ketmar udaraan
nasional yang menggambarkan interdependensi, interrai, dan sinergi
antar-unsur yang meliputi sumberdaya alam, sumberdayamanusia,
geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanamalam rangka
mencapai tujuan nasional. Tatanan kebandar udaraanasional memuat
peran, fungsi, penggunaan, hirarki, dan Klasifikasbandar udara serta
rencana induk nasional bandar udara.

Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udaraniernasional dan
bandar udara domestik. Hirarki bandar udara terdiri atas bandar udara
pengumpul (hub) dan bandar udara pengumpan spokg. Bandar udara
pengumpul terdiri atas bandar udara pengumpul dengarskala pelayanan
primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan bandar udar pengumpan
merupakan bandar udara tujuan atau penunjang dari balar udara
pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjgnpelayanan
kegiatan lokal. Lebih lanjut, klasifikasi bandar uara terdiri atas beberapa
kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kap#as pelayanan dan

kegiatan operasional bandar udara.

3. Prasarana Air Bersih
a. Definisi Air Bersih
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperlua sehari-hari dan akan
menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Selgai batasannya,
air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagistem penyediaan

airminum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah psyaratan dari
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segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia biologi dan radiologis,
sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek sampg (Ketentuan
Umum Permenkes No.416/Menkes/PER/1X/1990.

b. Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih
Sistem penyedian air bersih harus memenuhi beberapa pgyaratan
utama.Persyaratan tersebut meliputi persyaratan kuatatif, persyaratan

kuantitatif dan persyaratan kontinuitas.

c. Sistem Distribusi dan Sistem Pengaliran Air Bersih

Menurut Damanhuri, E., (1989) sistem distribusi adala sistem
yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempan fungsi
pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syaratke seluruh
daerah pelayanan.Sistem ini meliputi unsur sistem pefpaan dan
perlengkapannya, hidran kebakaran, tekanan tersedja sistem
pemompaan, dan Reservoir
Sistem distribusi air minum terdiri atas perpipaan, kaup-katup, dan
pompa yang membawa air yang telah diolah dari instatd pengolahan
menuju pemukiman, perkantoran dan industri yang mengkosumsi air.
Juga termasuk dalam sistem ini adalah fasilitas penampg air yang telah
diolah (reservoir distribusi), yang digunakan saatkebutuhan air lebih
besar dari suplai instalasi, meter air untuk menentuan banyak air yang
digunakan, dan keran kebakaran.
Dua hal penting yang harus diperhatikan pada sisterdistribusi adalah
tersedianya jumlah air yang cukup dan tekanan yang menuhi
(kontinuitas pelayanan), serta menjaga keamanan kuadis air yang

berasal dari instalasi pengolahan.

d. Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air bersih adalah banyaknya air yang dipkikan untuk
melayani penduduk yang dibagi dalam dua klasifikasigmakaian air, yaitu
untuk keperluan domestik (rumah tangga) dan non domedg.Target

pelayanan harus mengacu pada Millenium Development AegMDGs) di
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mana daerah perkotaan harus sudah terlayani 60% dajumlah penduduk.
Dalam melayani jumlah cakupan pelayanan penduduk akaair bersih
sesuai target, maka direncanakan kapasitas sistem pgadiaan air bersih
yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaituntuk keperluan
domestik (rumah tangga) dan non domestik. .
1. Kebutuhan Air Bersih Untuk Domestik (Rumah Tangga).
Menurut Anonimus, (1990) menyatakan bahwa kebutuhan @mestik
dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersihbagi
keperluan rumah tangga yang dilakukan melalui SambungaRumah
(SR) dan kebutuhan umum yang disediakan melalui fadéis Hidran
Umum (HU). Pada Tabel 2.1 dibawah ini menunjukkan bas debit
domestik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domesk
diperhitungkan terhadap beberapa faktor:
a. Jumlah penduduk yang akan dilayani menurut target tapan
perencanaan sesuai dengan rencana cakupan pelayanan
b. Tingkat pemakaian air bersih diasumsikan tergantung ada
kategori daerah dan jumlah penduduknya.
2. Kebutuhan Air Bersih Untuk Non Domestik.
Menurut Anonimus, (1990), kebutuhan air bersih non dmestik
dialokasikan pada pelayanan untuk memenuhi kebutuhaair bersih
berbagai fasilitas sosial dan komersial yaitu fastas pendidikan,
peribadatan, pusat pelayanan kesehatan, instansi peerintahan dan
perniagaan. Besarnya pemakaian air untuk kebutuhanom domestik

diperhitungkan 20% dari kebutuhan domestik.

4. Prasarana Irigasi
Air merupakan salah satu sumber kehidupan mutlak untukmahkluk
hidup. Ketersediaan dan kebutuhan harus seimbang wk menjamin
keberlanjutan sumber daya air. Kelebihan air terutamadi musim hujan di
suatu tempat bisa menjadi masalah seperti banjir atadongsor. Namun
kekurangan air terutama pada musim kemarau juga menimbkén masalah,

yaitu timbulnya bencana kekeringan. Keberadaaan, ketsediaan, kebutuhan
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dan penggunaan sumber daya air tergantung dari banigkaaspek yang saling
mempengaruhi saling memberikan dampak baik yang positiimaupun
negatif. Sejarah terbitnya Undang-Undang Sumber Daysr ini merupakan
suatu proses yang cukup panjang. Ada yang pro maupwada yang kontra
untuk diterbitkan. Isu-isu timbul selama proses penebitannya, antara lain
privatisasi, ekspor air, peningkatan fungsi ekonomdan berkurangnya fungsi
sosial yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakaitial ini sekaligus
membuktikan bahwa air merupakan kepentingan semua pihakwater is
everyone's busineys

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sdral dan
merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia dnuka bumi. Air
yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sarRencipta untuk
dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannyaethi kelangsungan
hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan pemngsaan dan pemilikan
atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan kmama. Melihat
pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsiagan manusia dan
kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang plikbkarena harus
dikuasai bersama tidaklah salah bila para pendiri Ngara ini dalam menyusun
Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pawal yaitu pasal 33
UUD 45 yang berisi[1]:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara rdayang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh nagg; Bumi, air,

dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya diksai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kerkauran

rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiesn

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatua

Foefefog -f-<"f2(5é_

Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidupayg tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dan bentuk
hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkebangan

sumber daya air akan makin mempengaruhi usaha pengelai lingkungan
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hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaartersebut,
dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang megatur tentang
sumber daya air agar sesuai dengan prinsip-prinsip dUkum pengelolaan

sumber daya alam.

a. Pengertian Irigasi.
Yang dimaksud dengan istilah irigasi adalah kegiatan kegiatan yang
bertalian dengan usaha mendapatkan air untuk sawahladang,
perkebunan dan lain-lain usaha pertanian, rawa - m@a, perikanan.
Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dgrasarana
untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara temat dan
membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untk memenuhi
tujuan pertanian. Masih sering kita jumpai istilah figasi ini diganti
dengan istilah"Pengairan”. Untuk sementara istilah irigasi kita anggap

punya pengertian yang sama dengan istilah pengairan.

b. Tujuan Irigasi
Dalam tujuan irigasi dibahas : tujuan irigasi secar&angsung dan secara
tidak langsung.
Tujuan irigasi secara langsung:
Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanadgar dicapai
suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaan dalam
hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udeadiantara
butir-butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyaitujuan
sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikaanah.
Tujuan irigasi secara tidak langsung:
Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah pembemsaair yang dagat
menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara antadain :
1. Mengatur suhu tanah, misalnya pada suatu daerah suhanah
terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tmaman maka
suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkaair yang

bertujuan merendahkan suhu tanah.
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2. Membersihkan tanah, dilakukan pada tanah yang ti#lasubur
akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Salalatsi usaha
misalnya penggenangan air di sawah untuk melarutkan nsur-
unsur berbahaya tersebut kemudian air genangan diakan
ketempat pembuangan.

3. Memberantas hama, sebagai contoh dengan penanganauaka
lubang tikus bisa direndam dengan air maka tikus aka keluar,
lebih mudah dibunuh.

4. Mempertinggi permukaan air tanah, misalnya dengaperembesan
melalui dinding dinding saluran, permukaan air tanahdapat
dipertinggi dan memungkinkan tanaman untuk mengambil air
melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibsahi.

5. Membersihkan buangan air kota (penggelontoran), misaya
dengan prinsip pengenceran karena tanpa pengenceraersebut
air kotor dari kota akan berpengaruh sangat jelek &qi
pertumbuhan tanaman.

6. Kolmatasi, yaitu menimbun tanah-tanah rendah denganalan
mengalirkan air berlumpur dan akibat endapan lumpur &nah
tersebut menjadi cukup tinggi sehingga genangan yantgrjadi
selanjutnya tidak terlampau dalam kemudian dimungkinian

adanya usaha pertanian.

c. Pembagian Daerah Irigasi
Pembangian kewenangan daerah irigasi sebagaimana diua dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun2006
khususnya pada Bab IV pasal 16, 17 dan 18 menjelaskdentang
kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerait Daerah
dengan ketentuan: Daerah Irigasi (DI) dengan luasiatas 3000 ha
menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusabaerah
Irigasi (DI) antara 1000 ha - 3000 ha kewenangan Reerintah Provinsi
dan Daerah lIrigasi (DI) lebih kecil dari 1000 ha ggenuhnya menjadi

kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
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5. Prasarana Perumahan
Undang undang yang mengatur penyelenggaraan perumahadi
Indonesia adalah Undang undang no 1 tahun 2011 temtg Perumahan dan
kawasan permukiman. Dalam Undang undang tersebut dtur beberapa poin
penting, diantaranya :
1) Definisi Perumahan dan pemukiman.

Definisi perumahan dan pemukiman diatur dalam undang-udang ini

dalam pasal 1, diantaranya :

a. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuasistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumaha

b. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang ditgkapi
dengan prasarana, sarana, dan utlitas umum sebagaasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.

c. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan higb di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupu
perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempdihggal atau
lingkungan hunian dan tempat Kkegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

d. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman aahl
kegiatan  perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan
pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kekvbagaan,
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakgang
terkoordinasi dan terpadu.

e. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagampat
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluargeerminan harkat
dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

f. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak hui
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatarbangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasana yang tidak

memenuhi syarat.
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g. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penuran

kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

2) Peningkatan Kualitas
Bagian ke tiga undang undang ini, khususnya paragia 1 yang termuat
dalam pasal 96 disebutkan bahwa : Dalam upaya pegkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerinia
dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, stit@gi, serta pola-
pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeaathl, dan
ekonomis. Selanjutnya dalam pasal 97 ayat 1 dijeleak : Peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengaremetapan
lbkasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pol@ola
penanganan:
a. Pemugaran;
b. Peremajaan; atau

c. Pemukiman kembali.

C. INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
1. Teori Kepuasan Masyarakat
Menurut Tse dan Wilton (dalam Tjiptono, 2004) disebtkan bahwa
kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respgpelanggan terhadap
evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara hgpan sebelumnya dan
kinerja aktual produk setelah pemakaiannya. Kepuasapelanggan merupakan
fungsi dari harapan dan kinerja. Oliver (dalam Tjipno, 2004) memberikan
pendapat bahwa kepuasan keseluruhan ditentukan olehketidaksesuaian
harapan yang merupakan perbandingan antara kinerjaang dirasakan dengan
harapan. Kepuasan merupakan fungsi positif dari hapan pelanggan dan
keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan ata ketidakpuasan
mayarakat merupakan respon dari perbandingan antara drapan dan

kenyataan.
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Lebih lanjut dijelaskan okeh Linder Pelz dalam Getb, Grewal dan Brown
(Tjiptono, 2004) bahwa kepuasan merupakan respon akdif terhadap
pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik. Sementargngel (dalam
Tjiptono, 2004) mendefinisikan kepuasan pelanggan $&agai evaluasi purna
beli terhadap alternatif yang dipilih yang memberikan hasil sama atau
melampaui harapan pelanggan.

Kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang ataueke& seseorang
yang berasal dari perbandingan antara kesannya teddap kinerja (atau hasil)
suatu produk dan harapan-harapannya. Definisi terdmut di atas dapat
dijabarkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kesakinerja dan harapan.
Apabila kinerja berada di bawah harapan, pelanggatdak puas, sebaliknya
apabila kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas daapabila kinerja
melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. k8itkan dengan
kepuasan masyarakat, maka kepuasan pelanggan dapaamlogikan sebagai

kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan instan

2. Layanan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu kegiatan yang menciptakn atau
menambah guna(utility) . Guna yang diciptakan oleh kegiatan infrastruktur
adalah guna tempat(place utility) dan guna waktu(time utility) . Menciptakan
guna tempat, berkaitan dengan kegiatan pemindahan bamg atau orang dari
suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya stabarang dari daerah
produksi ke daerah pasar, maka gunanya atau nilai debarang tersebut lebih
tinggi karena dibutuhkan olkh banyak konsumen yang nmpu membayar
dengan harga yang kbih mahal. Untuk itu, pembangunanfrastruktur yang
baik dan memadai akan menunjang kelancaran transportas dalam
memindahkan barang atau orang. Guna waktu adalah mampuemindahkan
barang atau orang dari suatu tempat asal ke tempatijuan dalam waktu yang
kebih cepat dan singkat. Pemindahan barang dalam wakyang lebih cepat dan
singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lbih cap memberikan
kegunaan yang kebih besar karena barang sampai diteraptujuan adalah tepat

waktu dan barangnya dalam kondisi baik.
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Selain menciptakan guna tempat dan guna waktu, pembgmnnan dan
pemeliharaan infrastruktur akan memberikan manfaat yangpositif dilihat dari
aspek ekonomi, sosial, budaya dan poltik. Manfaatkenomi dari kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, yaitu: {) memperluas pasar
atau daerah pemasaran yang berdampak terhadap peningtan pendapatan dan
keuntungan bagi produsen. Daerah yang mempunyai insguktur yang baik
akan mudah berhubungan dengan daerah yang juga mempa infrastruktur
yang baik, sehingga pasar atau wilayah pemasaranmnsakin luas. Ini akan
berbeda dengan daerah yang infrastrukturnya jelek kkan membuat stagnan
pasar dan daerah pemasarannya. (2) mengurangi perbesla harga antar
daerah menjadi sekecil mungkin sehingga harga barargarang menjadi stabil.
Infrastruktur yang baik akan memudahkan transportasi dalam menjangkau
kebutuhan daerah tertentu pada daerah lain, sehinggharga barang di suatu
tempat tidak dibebani dengan biaya transportasi yanglkbih mahal. (3)
infrastruktur yang baik akan mendorong kelancaran tansportasi dan mampu
menjangkau daerah yang luas serta mendorong daeraha@ah melakukan
spesialisasi produksi sesuai potensi yang dimiliki @rarti mampu menerapkan
prinsip keunggulan komparatif (comparative cost) yaitu memproduksi barang
dengan biaya murah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memberikan mafaat
sosial dan budaya, misalnya (1) dalam bidang budayaam seni, adanya
pengenalan budaya dan seni dari daerah yang dulunyderpencil atau
infrastruktur tidak baik, sehingga budaya dan sendaerah tersebut lestari dan
berkembang. (2) dalam bidang pendidikan, buku-buku pajaran dari daerah
maju dapat dikirimkan ke daerah-daerah yang tertinggla sehingga dapat
mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.(3) dalam bidang
kesehatan, daerah-daerah yang mengalami gizi buruktaa sedang dilanda
wabah penyakit atau bencana alam lainnya dapat segedilakukan bantuan
kesehatan. (4) Dengan adanya infrastruktur yang blidapat menjalin erat rasa
solidaritas dan persaudaraan antar daerah. Pada laidg politik, dengan
infrastruktur yang baik dapat (1) diselenggarakan stem pemerintahan yang

mantap dan bersifat uniform. Pengaduan dari pemerintahkota/kabupaten
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dapat langsung dilakukan secara singkat dan cepat@a pemerintah provinsi.
(2) menciptakan persatuan nasional yang semakin kuatengan meniadakan
isolasi. (3) mampu mengatasi gangguan keamanan dan p@ranan, baik yang
berasal dari daerah sendiri maupun dari luar daerahsehingga mampu

mempererat persatuan daerah tersebut.

3. Indikator layanan Infrastruktur

Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah pabila indikator
manfaat (Outcam@ atau dampak {mpact) dapat dicapai, artinya pembangunan
tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung tesldap masyarakat
misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepagedangkan dari dampak
jilka pembangunan tersebut akan memberikan perubahan &am lingkungan
menjadi kebih sederhana, mudah dan meningkat.

Terkait dengan pengukuran efektivitas tiap-tiap jems infrastruktur, teori
yang digunakan mengadopsi dan modifikasi pendekataGibson, Donely, dan
Ivancevich yakni dengan pendekatan teori sistem (199. Berdasarkan
pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni : (i) ketersediaan fisik
(availability) (ii) kualitas fisik (quality) (iii) kesesuaian (@appropriatenes3 (iv)
pemanfaatan (tility ) dan (v) penyerapan tenaga kerja job creation). Dalam
IKLI, juga akan ditambahkan kontribusi Sektor Infraguktur terhadap
Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel selgmi indikator
terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :

1) Ketersediaan fisik (availability) adalah bahwa dalam setiap aktivitas
belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisitentunya indikator
dasarnya akan menghasilkanoutput yang berupa barang/bangunan
secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Kkersediaan secara fisik
mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;

2) Kualitas fisik (quality) adalah kualitasoutput yang dihasilnya, yaitu bahwa
aspek efektifitas akan lebihreliable apabila cakupannya lebih luas, yaitu
tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi jugaidukung kualitas output

yang baik dan optimal;
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3) Kesesuaian(appropriateness) adalah kesesuaian antara kebijakan yang
telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakt. Hal ini
dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kgakan dengan
kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyakat selaku
penerima manfaat ;

4) Pemanfaatan(utility) adalah tingkat pemanfaatan atautput yang telah
dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atasutput, maka semakin
besar pula tingkat efektivitasnya; dan

5) Penyerapan tenaga kerjgjob creation) adalah tingkat penyerapan tenaga
kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/pengkatan
infrastruktur;

6) Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasipemikiran bahwa
pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang kerbagai
kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai eberapa besar
infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan
perekonomian di Kalimantan Timur.

Menurut Kenastri (2007), infrastruktur Pekerjaan Umun di Indonesia
diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :
1) InfrastrukturJalan
Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhka bagi
transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai pghubung satu wilayah
dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastrukiu yang paling
berperan dalam perekonomian nasional. Besarnya mobiis ekonomi
tahun 2002 yang melalui jaringan jalan nasional damrovinsi rata-rata
perhari dapat mencapai sekitar 201 juta kendaraan-lometer
(Bappenas, 2003, dikutip olkeh Kenastri, 2007). Hahi belum termasuk
mobilitas ekonomi yang mempergunakan jaringan jalan &bupaten
sepanjang 240 ribu kilbmeter serta jaringan jalan esa. Artinya adalah
infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

perekonomian nasional.
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2) Infrastruktur Pengairan
Pada umumnya pembangunan infrastruktur sumberdaya airidak
berdiri sendiri tetapi terkait dengan pembangunan s&tor-sektor
lainnya karena infrastruktur merupakan penunjang aau pendukung
pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan inferuktur
sumberdaya air banyak memberikan dukungan yang besamtara lain
untuk  pembangunan  pertanian, perkebunan, pengendalim
banjir,penyediaan air baku perkotaan dan industri,serta Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA).

3) Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi.

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk ddunia
ini. Kebutuhan akan air oleh manusia menyangkut duaal) yaitu air
untuk kehidupan kita sebagai makhluk hayati dan aiuntuk kehidupan
kita sebagai manusia yang berbudaya (Otto Soemarwotdikutip oleh
Kenastri, 2007). Kebutuhan air untuk memenuhi kehidpan hayati
secara langsung diperlukan dalam produksi bahan makan kita, seperti
untuk tanaman padi, sayur-sayuran, holitkultura, kefdupan ikan, ternak
dan sebagainya. Selain itu, air diperlukan oleh ingtri baik untuk proses
pendinginan mesin dan pengangkutan limbah.Manusia safai makhluk
yang berbudaya memerlukan air untuk keperluan mandi, ncuci,
memasak, dan sebagainya.

Okh karena itu, permasalahan air dan penyehatannfjkungan
(sanitation) harus menjadi perhatian, baik oleh pementah maupun
masyarakat. Ketersediaan air minum yang semakin terbagadan langka
(scarcity) menyebabkan sebagian masyarakat Indonesizelum mampu
menikmati atau mengakses pada sumber air minum yang sehdan
bersih. Di samping itu, kondisi di atas diperparah ehgan belum
terbangunnya budaya untuk hidup sehat dari masyarakadan sistem
penyehatan lingkungan yang baik, seperti limbah, psampahan, dan
drainase. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kehatan

masyarakat.
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4) Infrastruktur Perumahan

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahandan
permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air liméh,
persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi stadar
pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pewmmbuhan
sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam gmbangunan
perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya runtatangga
yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rah tangga
yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan saraisi permukiman
yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastktur penyediaan
air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektoindustri,

pariwisata, dan perdagangan.

5) Infrstruktur Sarana dan Prasarana Transportasi
Menurut Morlok (1991), terdapat beberapa yang merupkan komponen
utama dari transportasi, yaitu :
a. Manusia dan barang (yang diangkut)
b. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut)
c. Jalan (tempat alat angkut bergerak)
d. Terminal (tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diahkgt
ke dalam dan dari alat angkut)
e. System pengoperasian (yang mengatur 4 komponen manusia

barang kendaraan/ peti kemas, jalan dan terminal )

Sedangkan Menurut Manheim (1979) komponen utama dari
transportasi hanya meliputi:

a. Jalan dan terminal

b. Kendaraan, dan

c. Sistem pengelolaan

Pada intinya adalah ketiga komponen diatas merupakarkomponen

sarana dan prasaran transportasi yang saling terkaidalam memenuhi
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permintaan akan transportasi. Dengan komponen kompwen diatas,
maka yang dapat diartikan dari sitem transportasi adah gabungan
elemen jalan dan terminal, kendaraan dan system perepasian yang
saling berkait dan bekerja sama dalam mengantisipagiermintaan dari
manusia dan barang. Transportasi sebagai system mencgk system
prasarana yaitu jalur dan simpul terjadinya pergerakn, dan system
pengendalian atau pengaturan vyaitu memungkinkan pergekan

tersebut dapat berjalan dengan efisien, lancer, amadan teratur.

4.Penyusunan Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur

Indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan ukuan umpan
balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakattas pembangunan
infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah. Instrumen untuk
mengukur indeks kepuasan layanan infrastruktur perluadanya indikator
yang merupakan dasar penyusun dari Indeks kepuasanayanan
infrastruktur ini. Penilaian dengan menggunakan keeam indikator
tersebut harus dilakukan secara komperehensif danntegral, sehingga
pengukuran kinerja menjadi suatu kesatuan yang utuhKarena keenam
indikator tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam
pengukuran maupun penilaianya, maka setiap indikatoharus mendapat
perlakuan pengukuran yang berbeda pula. Agar keenaimdikator tersebut
tetap dapat dinilai secara integral, maka perlu ddkukan pembobotan
setiap indikator tersebut sesuai dengan tujuan. Umk melakukan
pembobotan indikator, perlu dilakukan analisis mengeai signifikansi dari
setiap indikator dalam menggambarkan kinerja infrastriktur.
Pembobotan yang dilakukan pada setiap indikator padaprinsipnya
didasari pada kekuatan setiap indikator dalam menggandrkan efektifitas
belanja infrastruktur.

Secara berurutan, proses penyusunan formulasi indskkepuasan
layanan infrastruktur, yaitu :
a. Menentukan Bobot penilaian tehadapvariable indikator (6 indikator)

dan jenis jenis infrastruktur (jenis)
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f Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGDFdcus
Group Discussignyang dihadiri oleh responden dengan kriteria
sebagai berikut : (1) tingkat kepentingan respondenterhadap
belanja infrastruktur (2) tingkat keahlian/pengetahuan bidang
infrastruktur (3) Praktisi yang secara langsung menagani
bidang pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, respnden
yang dipilih adalah instansi yang menjadi perencanadan
pelaksana dalam pembangunan infrastruktur di Kaltim.

f Dalam FGD, untuk sementara ada dua opsi, khususnyanga
terkait dengan keberadaan variabel indikator. Apakia indikator
yang sudah diberikan bisa ditambah, dikurangi atau idibah.
Adapun implementasinya adalah sebagai berikut :

Tidak ada perubahan variabel yang diusulkan

Peserta FGD diminta untuk memberikan penilaian mereka
mengenai rangking terhadap variabel indikator dan jeis
infrastruktur.

Masing masing peserta FGD (target survey) diminta untuk

mengisi tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar isian untuk perengkingan variable indikator
No Variabel Indikator Rangking Keterangan
1 Ketersediaan fisik adaaadaaasa
2 Kualitas fisik daddaadadaaa
3 Kesesuaian adaaaadaaa
4 Pemanfaatan aidaaaaaas
5 Penyerapan tenaga kerja dadaaaaaaa
6 Kontribusi terhadap dadaadaaaas

perekonomian

Ada perubahan variabel yang diusulkan
Sebelum Peserta FGD diminta memberi perangkingan, megek
diminta untuk mendiskusikan terhadap kemungkinan adang

perubahan variabel indikator.
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Peserta FGD diminta untuk memberikan penilaian merek
mengenai rangking terhadap variabel indikator baru jfka ada
perubahan) dan jenis infrastruktur.

Masing  masing peserta FGD (target survey) diminta untuk

mengisi tabel berikut :

Tabel 2.3
Daftar isian untuk perengkingan variabel indikatorbaru (jika ada)
No Variabel Indikator Rangking Keterangan
1 Ketersediaan fisik dadaaaaaas
2 Kualitas fisik dadaaaaaas
3  Kesesuaian ddaadaaaasa
4  Pemanfaatan daaaaaaas
5 Penyerapan tenaga kerja dadaaaaaas
6  Kontribusi terhadap adaaaaaas
perekonomian
7  Lain lain daaaaaaaas

Untuk tabel isian pembobotan jenis infrastruktur, b# ada

ataupun tidak ada variable indikator baru tabel isannya sama.

f Teknik pembobotan dilakukan dengan metode pembobotan
eckenrode

Metode pembobotan Eckenrode adalah salah satu metode
pembobotan yang digunakan untuk menentukan derajat
kepentingan/bobot dari setiap kriteria yang ditetapkan dalam
pengambilan keputusan. Penentuan bobot ini dinilai angat
penting karena akan mempengaruhi nilai total akhir da setiap
pilihan keputusan. Bobot merupakan nilai preferenstujuan tak
berdimensi.

Konsep yang digunakan dalam metode pembobotan ini acéil
dengan melakukan perubahan urutan menjadi nilai dimana
urutan 1 dengan nilai tingkat (nilai) tertinggi, urutan 2 dengan
tingkat (nilai) di bawahnya, dan seterusnya. Adapurangkah-
langkah dalam metode perhitungan bobotEckenrode adalah
et f%f< ,$7co——  fif"<" tfe feE—e%a trru & >f<—-
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Responden diminta untuk meranking setiap kriteria (p@&gisian

tabel sebelumnya)

Membuat tabel berikut :

te%oSc——o%ofe ',
sebagai berikut:

n

Ni = 6Jrij * Rn-1
=1
m
Total Nilai =} Ni,
i=1
dimana:

Bi = Ni/Total Nilai

Ni = Nilai untuk kriteria ke i

Jrij = Jumlah yang memilih ranking ke |, untuk kritea ke i

Rn-1= Faktor Pengali

Untuk mendapatkan respon

— saaa o Ti'%of' 'i'%o%o—'f‘

kepuasan masyarakat

terhadap

kepuasan kinerja infrastruktur, data yang digunakanadalah data

primer (data survey) yang diperoleh dengan cara pemb&n Kuesioner

kepada responden dan wawancara secara langsung kejaa sumber

informasi yaitu masyarakat yang tinggal di sekitardkasi dan pengguna

infrastruktur yang bersangkutan. Dari data tersebutdi olah dengan

menggunakan formulasi sebagai berikut :

Laporan Pendahuluan

II'-25



Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastru ktur
Provinsi Kalimantan Timur

Tebel. 2.4
Perhitungan Kepuasan pengguna layanan Hasil Survei
indikator indikator Indikator 6
Responden Atibutl atribut 4 Atibutl atribut | Atibutl atribut
X1 | X2 X3 . . Xi
1 X1 | X1 X31 Xi1
2 X12 | X23 X33 Xiz
3 X13 | X23 X33 Xiz
6
n Xin X2n X3n Xin
Rata-rata
atribut (X)
Rata-rata
— . Ind Ind Ind
indikator (ind) nds ’ °

Nilai Rata-rata peratibut kepuasan

Nilai rata-rata indikator

Setelah rata-rata Indikator di peroleh selanjutnya dimasukan dalash ta
formulasi (formula model) untuk mengukundeks masing-masing jenis
infrastruktur (parsial).

Formulasi perhitungan IKLI infrastruktur
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Untuk menghitung Indeks pengukuran infrastruktur seara agregat,
merupakan penjumlahan dari indeks masing-masing infigruktur dikali
bobot proporsi anggaran masing-masing infrastruktur , dengan

menggunakan formulasi model sebegai berikut

Tabel 2.5
Menghitung Indikator Angegat
Infrastruktur Nilai Indeks Bobot) Nilai
1) 2 ©) (4)=(2)*(3)

Infrastruktur A

Infrastruktur B

Infrastruktur C

Ifrastruktur D

Infrastruktur E

Nilai Agregat IKLI

Keterangan Bobdt diperoleh dari proporsi kebijakan anggaran Pemerintah

Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat yang nerupakan
penjumlahan dari masing-masing infrastruktur setelah @obot ( - ‘—fZ
Index type A + B + C+D+E)/n) dapat dikelompokkan skala penilaian

berikut ini :
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5. Keterkaitan Infrastruktur dengan RPIJMD

Pembangunan infrastuktur mengacu pada arahan pembangan daerah
yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka MerangProvinsi
Kalimantan Timur 2013 -2018. Pembangunan infrastrukturmenjadi prioritas
dan masuk dalam salah satu Misi pembangunan daerahngka menengah
Provinsi Kalimantan Timur, didalam pernyataan misi ketiga disebutkan
dMewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bag i masyarakat
¥ ...f"f <% Perfldangunan infrastruktur secara merata merupakaraktor
yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupkan kunci
pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu fakt penting penentu
pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infremskur yang
berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan kaya logistik sehingga
dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat getaekonomi, serta
mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang
berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancara perekonomian
masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Reana Tata Ruang
Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkgan, serta antisipasi
bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potergian strategis. Hal
ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapats di atas 10 Ton pada
jalan provinsi dan lainnya dalam rangka menghubungka sentra-sentra
produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusapemasaran outlet.
Untuk meningkatkan kemantapan jalan juga dilakukan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Kalimant Timur
akan dibangun jalan tol dan Penyediaan transportasidara dan laut yang handal
serta representatif untuk meningkatkan arus barang &n jasa dari dan ke
Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikerahgkan sarana
dan prasarana ftransportasi melalui pembangunan jalandan jembatan,
pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara sert@myediaan sarana

dan prasarana telekomunikasi di ibukota kecamatan.
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Sebagai upaya pemenuhan kecukupan layanan air minumir d&aku
untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta mfrastruktur pertanian
dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pgelolaan sumber daya air
secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan panahan sederhana dan
sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendabh.

Berdasarkan misi tersebut maka arahan tujuan pembangan Provinsi
Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan khusuga pada
"foe,foe%o—efe <o foe"—0__7" T <FejUdn <4« Méfiyediakan

TV fe—e_—7" fef” 5fe% dehian-afah kelfijakan

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur tansportasi

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur da transportasi di

kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusatgetumbuhan;

3. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri darpusat pertumbuhan

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan denga faktor utama
(penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastuktur dasar yang
merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar selurukabupaten dan kota se-
Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancabaik terhadap sumber-
sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.Salah satu fokus
pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yangnerupakan tulang
punggung pola distribusi baik barang maupun penumpag. Keberhasilan bidang
infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflesi dan kesenjangan
pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, sepei kelistrikan, pelayanan
air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspe penting untuk
meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan gmbangunan ini dicapai
melalui sasaran pada 5 (lima) tahun ket 1’ f « f T f\IghiBgKatkan kepuasan

ferfrfef— =1 SETf HZfofefe T o f T oSt G
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BAB I
METODOLOGI

Penyusunan Indeks kepuasan layanan infrastruktur thkukan dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut :
A. Asumsi
Asumsi (default) yang dipakai dalam proses menyusun Formulasi Indelaitu :
a. Indeks dibentuk oleh total sub indeks dari sub indke sub indeks :

f Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas

f Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, daidara)

f Penyediaan infrastruktur air bersih

f Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan airbaku)

f Penyediaan infrastruktur perumahan

b. Kriteria Penilaian

f Ketersediaan fisik @vailability) : bahwa dalam setiap aktivitas
belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik teninya akan
menghasilkan output yang berupa barang secara fisik. Hal ini
diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak hars dipenuhi oleh
aktivitas belanja fisik.

f kualitas fisik (quality) : kualitas output yang dihasilkan. Bahwa aspek
efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lab luas, yaitu tidak
hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukug kualitas output
yang baik dan optimal.

f Kesesuaian @ppropriatenes3 : kesesuaian antara kebijakan yang
ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Haini
dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kgakan
dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi

masyarakat selaku penerima manfaat.
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f Pemanfaatan (tility ) : tingkat pemanfaatan atasoutput yang telah
dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan ata®utput maka
semakin besar pula tingkat efektivitasnya.

f Penyerapan tenaga kerjajob creation)

f Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi gmikiran
bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunang
berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untukmenilai
seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi ddam

meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur

B. Tahapan
Secara berurutan, proses penyusunan indeks kepuasdayanan infrastruktur,
yaitu :
1. Review Hasil tahun sebelumnya
Review hasil tahun sebelumnya bertujuan untuk mendapkan informasi
terkait dengan kelemahan dan kekurangan tahun kemarmi dan akan
diperbaiki di tahun ini. Beberapa yang akan diperaiki salah satunya
adalah penyempurnaan jumlah sampel, tahun 2015 jurh sampel yang di
ambil tetap minimal sebanyak1500 responden namun distribusinya akan
di revisi berdasarkan perkembangan penambahan obyekusvey . Untuk
menjaga konsistensi hasil IKLI dari tahun ke tahun mk menggunakan
metode dan formulasi perhitungan yang sama dengan Han 2014
maupun 2015.
Teknik dan metode dalam menghitung IKLI sebangaimana Hhan
sebelumnya antara lain:
1. Indiktor pembentuk Indek Kepuasan Layanan Infrastrukur (IKLI)
mengunakan 6 variabel indikator
Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adah apabila
indikator manfaat (Outcamg atau dampak {mpact) dapat dicapai,
artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat exara
langsung terhadap masyarakat misalnya akses transpadi menjadi

mudah dan cepat, sedangkan dari dampak jika pembangam tersebut
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akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi kebi
sederhana, mudah dan meningkat.

Terkait dengan pengukuran efektivilas tiap-tiap jenis
infrastruktur, teori yang digunakan mengadopsi dan mdifikasi
pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich yakni dgan pendekatan
teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini batsan kriteria efektif
yakni : (i) ketersediaan fisik @vailability) (ii) kualitas fisik (quality) (iii)
kesesuaian @éppropriatenes3 (iv) pemanfaatan (tility) dan (v)
penyerapan tenaga kerja job creation. Dalam IKLI, juga akan
ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian.
Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikatorterpenuhinya
aspek efektivitas antara lain :

a. Ketersediaan fisik (availability) adalah bahwa dalam setiap aktivitas
belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fiki tentunya
indikator dasarnya akan menghasilkan output yang berupa
barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat drtikan bahwa
ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi okelaktivitas belanja
fisik;

b. Kualitas fisik (quality) adalah kualitas output yang dihasilnya, yaitu
bahwa aspek efektifitas akan lebitreliable apabila cakupannya lebih
luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisiletapi juga didukung
kualitas output yang baik dan optimal,

c. Kesesuaian (appropriateness) adalah kesesuaian antara kebijakan
yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan nsyarakat. Hal
ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antar kebijakan
dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi
masyarakat selaku penerima manfaat ;

d. Pemanfaatan(utility) adalah tingkat pemanfaatan atasoutput yang
telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan ag output, maka

semakin besar pula tingkat efektivitasnya; dan

Laporan Pendahuluan -3



Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastru  ktur
Provinsi Kalimantan Timur

e. Penyerapan tenaga kerja(job creation) adalah tingkat penyerapan
tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan
pembangunan/peningkatan infrastruktur;

f. Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran
bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunang
berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untukmenilai
seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi ddam
meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur

2. Bobot indikator masing-masing layanan sama sepertiahun 2014.

(hasil FGD tahun 2014 dengan Metode pembobotd&tkenrode)

2. Penyusunan Kuisioner

Indeks didasarkan pada hasil jawaban kuesioner yangenggunakan
skala linkert 1 s.d 5, berupa indikasi kinerja dengn keterangan
sebagaiberikut : skala 1 (tidak puas), 2 (kurang m@s), 3 (cukup puas), 4
(puas), dan 5 (sangat puas). Penetapan indeks tets# sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder, sertalata primer dari
responden, dimana akurasi persepsi responden terhageobjek penelitian
sangat menentukan pembentukan indeks tersebut. Penyusan kuisioner
ini sendiri sangat dipengaruhi oleh 6 indikator ygsudah disebutkan
sebelumnya.
a. Ketersediaan fisik (availability)
b. Kualitas fisik (quality)
c. Kesesuaian (appropriateness)
d, Pemanfaatan (utility)
e. Penyerapan tenaga kerja (job creation)

f. Kontribusi terhadap perekonomian

3. Pengumpulan data
Pengumpulan data primer dengan melakukan survei denganesponden
masyarakat yang mempunyai pamahaman terhadap pembanguma

infrastukur. Dengan teknik pengambilan sampel yang dunakan adalah
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dengan menggunakanmultistage random sampling dan geographically
random sampling dengan pendekatan sebagai berikut:
X Multistage random sampling
Pembentukan strata ini disamping agar distribusi samgde menjadi
representatif untuk mewakili populasi, juga untuk mermapai
optimalisasi homogenitas dalam masing-masing cluster atau
subkelompok responden;
x Geographically random sampling
Berdasarkan pendekatan geografis responden dijaringdari berbagai
alamat. Sehingga diharapkan responden akan repredatif baik ditinjau
dari sisi jaringan maupun dari sisi sentral. Dengademikian berdasarkan

pendekatan geografis responden diharapkan tersebati berbagai area;

4. Proses Pengolahan dan Analisa Data
Tahapan pengolahan data dan analisa data sampai d@m pembuatan

laporan survei bisa dilihat pada bagan di bawah.

Data Questionnaire

!

Validation
I
Double Entry Procedure > Data Entry
|
DATABASE Data Cleaning Data Questionnaire
Basic Stlatistics
Output
I
Data Analysis
:
Conclusion > Reporting

Gambar 2 Data Processing Flow
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4.1 Data Entry System

- Data Entry merupakan faktor utama dalam proses surveysehingga
quality control serta model design data entry sangaberpengaruh
pada produktivitas kinerja. Untuk menunjang ini maka kami
menggunakan SPSS Data Entry Server sehingga replikdata dapat
dilakukan dengan cepat dan validasi pemasukan datapat dilakukan
dengan membangunSPSS scripyang dijalankan untuk memberikan
warning dan summary recordyang mengalami kesalahan pemasukan
data, khususnya dalam hatiouble entry procedurg

- Untuk menjamin kecepatan dan ketepatan proses entmata, akan

dibangun form entri data dengan menggunakan SPSS BaEntry.
Tampilan form dalam SPSS Data Entry bisa didesain npirmungkin
dengan kuesioner sehingga akan mengurangi kemungkinan
kesalahan entri. Pada saat pembuatan form entri datdi SPSS Data
Entry secara otomatis bias ditentukan pula metadatarg, antara lain:
variable name, value, typdan label;

4.2 Data Quality Control

Sebelum pengolahan data, penanganan proses pemasuldata menjadi

sangat penting. Agar kualitas data yang di-entri-ka dapat terjamin

efef ""iete "fofe—ofe FTf_f ofe%oU%o—efefE Pealstoa” OT'—

"tert—" Ot —,Z% Fe—">0 >fe% T<'<ZeFe fRZLF B <ot e %o %o
program, dimana aplikasi data entry melakukan checkingonsistensi

data yang dimasukkan. Prosedur ini menggunakan dualtap validasi:

- Setiap item variabel memilikirole, misal: usia responden terdiri dari
dua digit, nilai ekspektasi dan kepuasan tidak akatebih mungkin
diatas 5;

- Entrier melakukan double entri untuk tiap variabel dan sistem
melakukan checking terhadap hasil entri. Jika haséintri tidak sama,

sistem akan memberikarwarning.
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4.3 Data Analisa
Setelah data selesai di validasi dan maka dilakukgmmoses pengolahan
dengan menggunakan bantuan software pengolahan dataalam hal ini,
software yang digunakan terdiri dari Microsoft Exc# dan SPSS versi 13
dan Sejak dari input hingga running data, kontrol kalitas dilakukan
secara ketat oleh ahli statistik. Proses pengolahadata setelah data di
oleh dengan SPSS, akan di tabulasikan (dengan baarusoftware

Microsoft Excell) berdasarkan urutan pertanyaan dam kuesioner .

C. RENCANA KERJA

Rencana kerja lebih diarahkan pada bagaimana selurddhapan kerja dapat
dilakukan secara sistematis dan bertahap sehingga pat menghasilkan keluaran
sesuai dengan kerangka acuan kerja pekerjaan ini.aflapan kegiatan pokok

penyusunan satuan perencanaan meliputi :
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xPersiapan umum
Dilakukan pembahasan awal dengan pemimpin pekerjagerkaitan
dengan : Uraian jadwal terinci mengenai, Metodologpelaksanaan survey
design, operation preparation, pengumpulan secondargata, primary data
processing design, field survey, entry & validasiath, data procesing, analisis

data, penyusunan laporan akhir dan sampai pada peoklimentasian

x Design Penentuan indikator dan pembobotan
Kerangka analisa yang di pakai dalam Indeks Kepuasdmayanan
Infrastruktur (IKLI) lebih dahulu di awali oleh penentuan indikator /
paramater dan pembobotannya. Karena hasilnya untuk rikat
perkembangan dari indeks maka tool yang digunakan has konsisten
sehingga bobot dan indikator yang digunakan untuk meghitung indek ini

sama seperti tahun sebelumnya.

x ldentifikasi obyek yang akan dinilai

Identifikasi obyek infrastruktur yang di ukur dengan menggunakan
data sekunder yang bersumber dari Dokumen perencanaaprovinsi dan
informasi SKPD. Berdasarkan KAK pengukuran Indeks pigasan Layanan
Infrastruktur (IKLI) terdiri dari lima aspek yaitu P enyediaan jalan dan
jembatan, Penyediaan transportasi, Penyediaan infrasiktur air bersih,
Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku) dan Penyediaan
infrastruktur perumahan, Kelima aspek tersebut dibatsi pada penyediaan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantaimur dan
program prioritas dalam RPJMD Kaltim 2013 - 2018 Indes akan dinilai

menggunakan data primer dan sekunder di 10 (sepuluRabupaten/Kota.

x Field survey (Pelaksanaan Survey data primer)
Survey dilaksanakan pada pengguna langsung dari fiastruktur
tersebut, design kuesioner akan menanyakan hal-halagpg terkait dengan
penilaian ketersediaan, kualitas, kesesuaian, pema#tan, dampak sosial

(penyerapan tenaga kerja) dan dampak pengembangan@hkomi.
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Jumlah sample yang akan diambil berdasarkan lima aspdd&kyanan
infrastruktur dengan area di 10 kabupaten yang adai kalimantan timur,

minimal 1500 responden.

x Kolekting dan Processing data
Tahap kolekting data dimulai dengan proses entry dawvalidasi data,
Aktivitas ini yaitu untuk memasukan data hasil fielsurvey ke komputer
untuk dijadikan data base yang sebelumnya dilakukaproses pemeriksaan
terhadap data yang salah atau tidak sesuai dengarnyataannya. Validasi data
biasanya dilakukan yaitu indentifitasi kuesioner, pngecekan tulisan, jawaban
dan call back atau melakukan pengecekan langsung kepada responden

dangan menggunakan telepon.

x Data Analysis
Melakukan pengolahan terhadap data primer hasil fidl survey yang
telah di validasi, pengolahan data pada pekerjaamii dengan menggunakan
softvare SPSS dan R. Setelah melakukan pengolahania dalilakukan
interpretasi terhadap data yang telah di olah, yangelanjutnya dibuat untuk

kebutuhan penyusunan laporan.

x Penyusunan Draft Laporan Akhir
Penyempurnaan terhadap laporan antara, akan tetapi amus di

munculkan hasil analisis field survey yang dilakukan

x Koodinasi/ Presentasi/ Feedback
Melakukan konsultasi kepada pemberi pekerjaan mengean hasil
sementara dari Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur(IKLI), yang
kumudian hasilnya di presentasikan di depan para pegambil kebijakan agar
mendapatkan masukan untuk kemudian disempurnakan mengh laporan

akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara beasa.
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x Penyusunan Laporan Akhir
Laporan akhir berisikan mengenai hasil akhir penilaan indek

kepuasan masyarakat.

x Pendokumentasian
Hasil akhir dari penyusunan Indeks Kepuasan Layanamfrastruktur

(IKLI) yang berupa laporan harus di jadikan buku (ard copy) dan CD (shoft
Copy).
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BAB IV

JADWAL PEKERJAAN, PENUGASAN
PERSONIL DAN SISTEM PELAPORAN

A. JADWAL PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaami adalah 5 (Lima ) bulan dalam
satu tahun anggaran 2016. Adapun jadwal pelaksanaakegiatan ini berdasarkan

tahapan pelaksanaan studi dalam Bab sebelumnya adhlaebagai berikut :
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B. PENUGASAN PERSONIL

No Posisi/Keahlian

1 | Ahli Statsitik (TL)

X

X

Uraian Tugas dan Tanggungjawab
Memimpin dan Mengkoordinasi seluruh kegiatan
anggota Tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggur
jawab dalam pelaksanaanpekerjaan dari seja
perencanaan sampai penyelesaiannya hingg
diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengal
pemberi pekerjaan sesuai dengan bidan
keahliannya
Mempelajari dokumen yang terkait dengan
kegiatan serta memberikan analisa terhadaf
formulasi indeks kepuasana layanan infrastrukut.
Bertanggung jawab terhadap  pelaksanaal
pengumpulan data primer dan sekunder.
Mengkoordinasi seluruh anggota tim dalam rapat;
rapat pembahasan teknis
Mempresentasikan hasil pekerjaan mulai konsej
awal sampai hasil akhir laporan termasuk
outputnya.

Melakukan pengendalian kegiatan serta kontro|
mutu pekerjaan
Memberikan analisa pada setiap dokumen laporan.

2 Ahli transporatsi

Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggur]
jawab dalam pelaksanaanpekerjaan dari seja
perencanaan sampai penyelesaiannya hingg
diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengar
pemberi pekerjaan sesuai dengan bidani
keahliannya
Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatar
serta memberikan analisa terhadap aspek-aspe
Infrastruktur trasportasi .

Bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaal
pengumpulan data primer dan sekunder.
Memberikan analisa pada setiap dokumen laporan.

3 Ahli Ekonomi
Pembangunan

Sesuai dengan bidang keahliannyabertanggun
jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari seja
perencanaan sampai penyelesaiannya hingg
diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengar
pemberi pekerjaan sesuai dengan bidan
keahliannya
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Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatar,
serta memberikan analisa terhadap aspel
pembangunan wilayah dan pengembanga
ekonomi wilayah .

Bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaal
pengumpulan data primer dan sekunder.
Memberikan analisa pada setiap dokumen laporan.

4 Asisten Ahli Statistik

Dibawah koordinasi Ketua Tim bekerjasama dengal
tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dal
kerangka laporan.

Memfasilitasi komunikasi dan informasi antara
pokja dan tenaga ahli.

Mengumpulkan studi-studi terdahulu.

Melakukan supervisi pelaksanaan survey dati
primer dan membantu tenaga abhli dlaamr
penyelenggaraan FGD

Memberikan informasi isu danpermasalahan
wilayah perencanaan.

Mendampingi pokja pada saat rapat-rapat d
daerah.

Tenaga Pendukun
1 Supervisor

Uraian Tugas Tanggungjawab
Membantu tenaga ahli statistik dan assistenny:
melaksanakan survey lapangan
Melaksanakan survey lapangan ke daerah-darah
Melakukan Inventarisasi dan dokumentasi hasi

survey Lapangan

2 Administrasi

~ ~ | ~~ o~

Membantu dalam bidang administrasi kegiatan
surat menyurat dan lain-lain.

Membantu menyusun dokumen laporan dar
dokumen pertanggung jawaban kegiatan

Membantu tenaga ahli dalam merencanakal
pelaksanaan kegiatan.

Laporan Pendahuluan
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C. PELAPORAN

Sistem Pelaporan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan 4 (empa&ali pelaporan, yakni :

1. Laporan Pendahuluan :

Laporan Pendahuluan diserahkan kepada Bappeda Prd€altim 2 (dua) hari
sebelum jadwal presentasi. Jadwal presentasi laporanpendahuluan
selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah BMK diterbitkan.
Laporan pendahuluan sekurang-kurangnya berisi :

x Gambaran Singkat Pengukuran IKLI

x Data-data yang dibutuhkan, yang telah tersedia

X Metode Rinci yang digunakan

X Rencana Pelaksanaan Kegiatan

x Jadwal dan Target pelaksanaan kegiatan

2. Laporan Antara
Laporan Antara diserahkan kepada Bappeda Prov. Kialt 2 (dua) hari
sebelum jadwal presentasi laporan antara. Presentaslaporan antara
dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) &ri setelah SPMK
diterbitkan. Laporan antara sekurang-kurangnya harg
membahas/mengakomodir :
x Daftar pertanyaan Kuesioner yang akan digunakan
x Daftar responden

X Hasil tinjauan awal/analisis data awal

3. Laporan Draft Akhir
Laporan Draft Akhir diserahkan 2 (dua) hari sebelum jadwal
ekspos/presentasi laporan akhir. Presentasi laporardraft Akhir selambat-
lambatnya 140 (seratus empat puluh) hari setelah SPMKliterbitkan..

Laporan draft akhir harus mengakomodir seluruh hasit

Laporan Pendahuluan IV -4
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1. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun @16

2. Pengungkapan fakta dan feedback dari masyarakat terhadap
pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur

3. Analisis faktor penyebab dan solusi

4. Dokumentasi keseluruhan proses survei, meliputi obyekang disurvei,

responden (termasuk profil responden)

4. Laporan Akhir
Laporan Akhir diserahkan kepada Bappeda Prov. Kailii satu minggu
setelah dilakukan presentasi draft akhir. Laporan khir harus
mengakomodir seluruh hasil kegiatan, dan merupakan pbaikan dari

presentasi draft akhir.

Laporan Pendahuluan IV -5
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BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Pendahuluan dari pekerjaan ini dibat dan Konsultan
kami berharap dengan laporan pendahuluan ini dapat nmberikan gambaran
yang lebih konkrit tentang apa yang akan dikerjakaman tahapan tahapan dalam
melaksanakan pekerjaan penyusunan Survei Pengukuranndeks Kepuasan

Layanan Infrastruktur sesuai dengan Kerangka AcuaRerja.

Laporan Pendahuluan V-1



	00. cover ikli_2016.pdf (p.1)
	00. kata pengantar daftar isi pendahuluan Bg_1.pdf (p.2-5)
	01 sekat.pdf (p.6)
	01_PENDAHULUAN .pdf (p.7-11)
	02 sekat.pdf (p.12)
	02_LANDASAN TEORI .pdf (p.13-41)
	03 sekat.pdf (p.42)
	03_METODOLOGI_1.pdf (p.43-52)
	04 Sekat.pdf (p.53)
	04_ JADWAL PELAKSANAN .pdf (p.54-58)
	05 Sekat.pdf (p.59)

